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Abstrak
 

Sebagai pejabat umum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap

akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari menimbulkan sengketa, maka

hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang

tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan pejabat berwenang atau adanya kesepakatan

yang telah dibuat antara pejabat berwenang tersebut dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta

yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan pejabat umum yang

berwenang, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan pejabat itu sendiri, maka pejabat tersebut

wajib memberikan pertanggungjawaban. Cacatnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah dapat berakibat degradasi kekuatan bukti akta notaris dan PPAT dari otentik menjadi kekuatan

bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau

batal demi hukum atau non-existent. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative,

dengan tipe penelitian deskriptif analitis memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti. teknik

pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah pejabat

pembuat akta tanah yang berwenang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan

karenanya kata sepakat dalam hal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, karena

Penggugat melakukan perbuatan hukum sebagaimana tertuang dalam akta, tidak sesuai dengan maksud dan

keinginannya, melainkan karena adanya penipuan dan tipu muslihat dan para tergugat, dan karena itu

perjanjian ini dapat dibatalkan.

<hr><i>As a public officer, Notary and Land Deed or known as Pejabat Pembuat Akta Tanah are equired to

be responsible for deeds which they had created. If a deed give rise to dispute, it must be questioned,

whether the certificate was misstated by the Notary or Land Deed or that was the mistake of the parties for

giving the wrong or misleading information. If in the future a mistake occurs on the deed whether it was

because of negligence nor because the Notary or Land Deed were meant to do so, they must be responsible

and give a compensation for the mistakes they had made. Fraud on a act can lead to degradation of act,

whichi is from authentic deed to an ordinary or a privately made deed. The deed can also being null and void

or even non-existent. The research metode that?s being used is a juridicial normative metode, with

descriptive analytical type of research. The technique that's being used on collecting the datas is a literature

study. The conclusion obtained was, the Notary or Land Deed in this case were proved to have done an

unlawful act of fraud, and for that, the clause 1320 of Indonesian Civil Code were not completed.</i>
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